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Abstract: Since the appearance of the law No. 3 of 2006 on theReligious Courts twelve years ago, the Religious Courts TulangBawang have done a lot of efforts in the face of economic matters ofShariah, including the preparation of the competence of judges insharia economic settlement to the case, given the judge in the Religiousalways transferred from one court to another court. This study seeksthe effectiveness of Law No. 3 of 2006 on religious court of thereadiness of the Religious Courts dealing with cases of economicTulang Bawang Shari'ah. This is a descriptive field research. Datacollection techniques in this study were interviews and documentation.After the data were obtained, the data were then analyzed inductively.Based on the results of the study, Law No. 3 of 2006 on the ReligiousCourts has been effective in preparing readiness of Tulang BawangReligious Courts dealing with cases of Shari'ah economic disputes. Thisis evidence from the judges in the Religious Tulang Bawang whoalways participated in the seminar, diktat and training in order toenhance the competence of the judges in resolving the case in religiouscourts. And these are continuesly done by Religious Courts TulangBawang because; there is always a judge who comes in and out of themutation of the religious courts.
ﺺﺨﻠﻣ:ﺬﻨﻣرﻮﮭظنﻮﻧﺎﻘﻟاﻢﻗرﻞﺒﻗ3ﺔﻨﺴﻟ2006ةﺪﻤﻟﻲﻨﺛاﺮﺸﻋ،ﺎﻣﺎﻋﻢﻛﺎﺤﻤﻟاوﺔﯿﻨﯾﺪﻟاﺔﻘﻄﻨﻣﻮھ
ﻊﻗﻮﻤﻛاﺬھﺚﺤﺒﻟاﺪﻗﺖﻠﻌﻓﺮﯿﺜﻜﻟاﻦﻣدﻮﮭﺠﻟاﻲﻓﺔﮭﺟاﻮﻣﻞﺋﺎﺴﻤﻟاﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا،ﺔﻌﯾﺮﺸﻟاﺎﻤﺑﻲﻓﻚﻟذداﺪﻋإ
صﺎﺼﺘﺧاةﺎﻀﻘﻟاﻲﻓﺔﯾﻮﺴﺗﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاﺮﺸﻟاﺔﻌﯾﻲﻓ،ﺔﯿﻀﻘﻟااﺮﻈﻧلﻲﺿﺎﻘﻟاﻲﻓﻞﻘﻧﺔﯿﻨﯾﺪﻟاﺎﻤﺋادﻦﻣ
ﺔﻤﻜﺤﻣﻰﻟإﺔﻤﻜﺤﻣىﺮﺧأ .ﻰﻌﺴﺗوهﺬھﺔﺳارﺪﻟاﺔﯿﻟﺎﻌﻓﻦﻣنﻮﻧﺎﻘﻟاﻢﻗر3ﺔﻨﺴﻟ2006نﺄﺸﺑﺔﻤﻜﺤﻤﻟا
ﺔﯿﻨﯾﺪﻟاداﺪﻌﺘﺳﻼﻟﻢﻛﺎﺤﻤﻟاﺔﯿﻨﯾﺪﻟاﻞﻣﺎﻌﺘﻟاﻊﻣتﻻﺎﺤﻟاﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاﺔﻌﯾﺮﺸﻟا .اﺬھﻮھﺚﺤﺒﻟاﻲﻧاﺪﯿﻤﻟاﻲﻔﺻو .
ﺖﻧﺎﻛتﺎﯿﻨﻘﺗﻊﻤﺟتﺎﻧﺎﯿﺒﻟاﻲﻓهﺬھﺔﺳارﺪﻟاتﻼﺑﺎﻘﻤﻟاﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو .ﺪﻌﺑنأﻢﺗلﻮﺼﺤﻟاﻰﻠﻋ،تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاﻢﺛﻢﺗ
ﻞﯿﻠﺤﺗتﺎﻧﺎﯿﺒﻟاﺚﺤﻟﺎﺑ .ءﺎﻨﺑوﻰﻠﻋﺞﺋﺎﺘﻧ،ﺔﺳارﺪﻟانﻮﻧﺎﻘﻟاﻢﻗرنﺎﻛو3ﺔﻨﺴﻟ2006نﺄﺸﺑﻢﻛﺎﺤﻤﻟاﺔﯿﻨﯾﺪﻟا
لﺎﻌﻓﻲﻓداﺪﻋإداﺪﻌﺘﺳاﻢﻛﺎﺤﻤﻟاﺔﯿﻨﯾﺪﻟاﻞﻣﺎﻌﺘﻟاﻊﻣتﻻﺎﺣتﺎﻋزﺎﻨﻤﻟاﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاﻣﻊمﺎﻜﺣأﺔﻌﯾﺮﺸﻟا
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا .اﺬھوﻞﯿﻟدﻦﻣةﺎﻀﻘﻟاﻲﻓﻲﻨﯾديﺬﻟاكرﺎﺷﺎﻤﺋادﻲﻓ،ةوﺪﻨﻟاءﻼﻣﻹاﺐﯾرﺪﺘﻟاوﻦﻣﻞﺟأﺰﯾﺰﻌﺗ
صﺎﺼﺘﺧاةﺎﻀﻘﻟاﻲﻓﻞﺣهﺬھﺔﯿﻀﻘﻟاﻲﻓﻢﻛﺎﺤﻤﻟاﺔﯿﻨﯾﺪﻟا .تﺎﻌﺟاﺮﻣﻻلاﺰﯾﻢﺘﯾهﺬھﺔﯿﻀﻘﻟاﻦﻣﻞﺒﻗ
ﻢﻛﺎﺤﻤﻟاﺔﯿﻨﯾﺪﻟانﻷﻲﺿﺎﻘﻟايﺬﻟاﻲﺗﺄﯾﻲﻓجوﺮﺨﻟاوﻦﻣرﻮﺤﺗﻲﻓﻢﻛﺎﺤﻤﻟاﺔﯿﻨﯾﺪﻟا.
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Kata Kunci: pengadilan agama, ekonomi syari’ah, hakim agama.PROBLEMATIKA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN WARISANPADA KELUARGA MUSLIMM.Zuhdi
Abstract: The complicated problem that Muslim families oftenexperience when dividing their inheritance, when among the heirswants to master their own inheritance. They feel more entitled thanothers, thus harming other heirs. The emergence of hostilities, disputesbetween one another. Most of the solutions offered in the case ofinheritance division are by dividing equally. There are also those whoresolve it in court or other efforts. Islamic teachings offer solving thisinheritance problem, so that the brotherhood in the family is wellpreserved. That way is back to the Qur'an and the Sunnah of theProphet. This paper focuses on the study of counting calculations anddivision of inheritance in Muslim families.
صﺧﻠﻣ:ﺔﻠﻜﺸﻤﻟاةﺪﻘﻌﻤﻟاﻲﺘﻟاﻲھﺔﻛﺮﺘﺸﻣﻦﯿﺑتﻼﺋﺎﻌﻟاﺴﻤﻟاﺔﻤﻠﺪﻨﻋﻢﯿﺴﻘﺗ،ﺔﻛﺮﺘﻟاﺎﻣﺪﻨﻋدارأﻦﯿﺑﺔﺛرو
ةﺮﻄﯿﺴﻠﻟﻰﻠﻋﮫﺛاﺮﯿﻣصﺎﺨﻟا .ﻢﮭﻧانوﺮﻌﺸﯾﻖﺣﻷاﻦﻣ،ﺎھﺮﯿﻏﻚﻟﺬﻟﺮﺛﺆﯾﺎﺒﻠﺳﻰﻠﻋﺮﺋﺎﺳﺔﺛرﻮﻟا .ﺮﮭﻈﺗ
ﺔﺠﯿﺘﻧءاﺪﻌﻟاتﺎﻋاﺰﻨﻟاوﻦﯿﺑﺎﮭﻀﻌﺑﺾﻌﺒﻟا .ﻢﻈﻌﻣلﻮﻠﺤﻟاﻲﺘﻟاﺎﮭﻣﺪﻘﺗﻲﻓﺔﻟﺎﺣﻢﯿﺴﻘﺗثاﺮﯿﻤﻟاﻮھ
ﺎﮭﻤﯿﺴﻘﺗيوﺎﺴﺘﻟﺎﺑ .مأنأكﺎﻨھﺎﮭﻨﻟاﺔﯾﻰﻠﻋﺔﻤﻜﺤﻤﻟاﺎھﺮﯿﻏوﻦﻣدﻮﮭﺠﻟا .ﻰﻠﻋﺐﻧﺎﺠﻟاﺮﺧﻵاﻦﻣﻢﯿﻟﺎﻌﺗ
مﻼﺳﻹاﺖﺿﺮﻋﻰﻠﻋﻞﺣﻞﻛﺎﺸﻤﻟاﻦﻣاﺬھ،ثاﺮﯿﻤﻟاﻰﺘﺣنأةﻮﺧﻷاﻲﻓةﺮﺳﻷاﺖﻈﻓﺎﺣﻞﻜﺸﺑ،ﺢﯿﺤﺻﻢﺛﻻ
ﺪﺟﻮﺗﺔﻠﯿﺳوىﺮﺧأﻻإنأدﻮﻋأﻰﻟإلآنآﺮﻘﻟاﺔﻨﺴﻟاو .ﺰﻛﺮﺗوهﺬھﺔﻗرﻮﻟاﻰﻠﻋﺔﺳاردﻞﻛﺎﺸﻤﻟابﺎﺴﺣ
ﻢﯿﺴﻘﺗوثاﺮﯿﻤﻟاﻲﻓةﺮﺳﻷاﺔﻤﻠﺴﻤﻟا.
Kata Kunci : penghitungan, pembagian, warisan, keluarga muslim
Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasiseseorang untuk menghalalkan berbagai cara agar mendapakan hartabenda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta warisan.Terjadinya banyak kasus gugatan warisan di Pengadilan Agamamenunjukkan adanya fenomena tersebut. Turunnya ayat-ayat al-
quran yang mengatur tentang pembagian warisan yangpenunjukannya barsifat qath’i ad-dalalah adalah juga merupakansalah satu refleksi sejarah dari adanya kecenderungan  manusiaterhadap harta. Membagi harta warisan menurut ketentuan hukum
waris Islam memerlukan cara-cara yang unik; sebab angka-angkayang di hadapi adalah angka-angka pecahan dari furudh-furudh(bagian-bagian) ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur’an atauSunnah Rasul. Angka-angka pecahan itu terdiri dari 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6dan 1/8.Furudh adalah ketentuan tentang bagian yang diterima ahliwaris dalam bentuk jumlah yang pasti. Setiap angka / pecahan yangdisebut dalam al-Qur’an adalah sesuatu yang  pasti dan tidak
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memerlukan interperistasi lebih lanjut (Syarifuddin 2004: 95). Untukmemudahkan perhitungan berapa bagian masing-masing ahli warisyang ada, perlu dicari terlebih dahulu angka kali persekutuan terkecil(KPT) yang dalam ilmu faraidh disebut dengan Aslul Masalah atau
sering disebut asal masalah (Basyir 1982:18).Bila ahli waris yang akan menerima hanya seorang danfurudhnya sudah ditentukan maka ia akan mendapatkan furudhtersebut. Seorang anak perempuan misalnya, sudah jelas akanmendapat  ½ . Demikian pula dalam kasus furudh yang dinyatakan
untuk dua orang seperti dua orang saudara perempuan dan dalamkeadaan kalalah, maka keduanya mendapat 2/3 yang kemudian dibagisama rata di antara keduanya. Bila ahli waris terdiri dari dua orangatau lebih dalam furudh yang berbeda maka masing-masing
menerima sesuai dengan furudhnya.
Sumber Hukum KewarisanSumber utama dari hukum kewarisan Islam adalah nash atau teksyang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Syarifuddin 2004:
7). Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Fathur Rahmanmenjelaskan bahwa sumber hukum kewarisan dalam Islam adaempat, yaitu al-Qur’an, al-Hadis, Ijma, dan Ijtihad (Ash-Shiddieqy1973: 20, Fathur Rahman 1987: 33).
Al-Qur’anAl-Qur’an sebagai sumber pertama dari hukum kewarisan dalamIslam, menjelaskan sebagian besar ketentuan-ketentuan warismewarisi dengan jelas sekali. Seperti tercantum dalam surat an-Nisa’
mulai dari ayat 7 sampai 14 dan 176 serta dilengkapi pula dengansurat-surat yang lainnya. Dalam ayat 7 surat an-Nisa’ misalnyadikemukakan bahwa :
لﺎﺟﺮﻠﻟﺐﯿﺼﻧكﺮﺗﺎﻤﻣناﺪﻟاﻮﻟانﻮﺑﺮﻗﻻاوءﺎﺴﻨﻠﻟوﺐﯿﺼﻧكﺮﺗﺎﻤﻣناﺪﻟاﻮﻟانﻮﺑﺮﻗﻻاوﻞﻗﺎﻤﻣﮫﻨﻣﺮﺜﻛوا
ﺎﺿوﺮﻔﻣﺎﺒﯿﺼﻧ)ءﺎﺴﻨﻟا/7:4(
Artinya :
“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hakbagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dankerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang
telah ditentukan.” (Q.S. 4 :7)
Surat an-Nisa’ ayat 7 di atas memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dankerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap
kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan hak waris kepadalaki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatankabilanya. Anak-anak kecil, orang-orang tua dan orang-orang
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perempuan, karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhakmewarisi sama sekali (Basyir 1982: 8 ).Sedangkan dalam ayat 11, 12 dan 176 dari surat an-Nisa’,sebagian besar menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris
secara jelas dan terinci, termasuk di dalamnya kategori tentang ahliwaris utama, misalnya anak dan kedua orang tua pewaris. Sementaraitu dalam melaksanakan hukum waris dalam Islam, dikemukakandalam surat an-Nisa’ ayat 13 dan 14 yaitu :
ﻚﻠﺗﷲادوﺪﺣﻦﻣوﻊﻄﻳﷲاﻪﻟﻮﺳروﻪﻠﺧﺪﻳﺖﻨﺟيﺮﲡﻦﻣﻦﻳﺪﻟﺎﺧرﺎ ﻻاﺎﻬﺘﲢﺎﻬﻴﻓﻚﻟذوزﻮﻔﻟاﻢﻴﻈﻌﻟا )ءﺎﺴﻨﻟا/13:4(
Artinya ::” Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuandari  Allah; barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya,
niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalirdi dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnyadan itulah kemenangan yang besar.” (Q.S. 4 : 13)
ﻦﻣوﺺﻌﻳﷲاﻪﻟﻮﺳروﺪﻌﺘﻳوﻩدوﺪﺣﻪﻠﺧﺪﻳارﺎﻧاﺪﻟﺎﺧﻓﺎﻬﻴﻪﻟوباﺬﻋﲔﻬﻣ )ءﺎﺴﻨﻟا/14:4(
Artinya :“ Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nyadan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan” (Q.S. 4 :14).
Berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 13 dan 14 tersebut umat
Islam dalam melaksanakan peraturan-peraturan syari’at yangditunjuk oleh nash-nash yang sharih, termasuk dalam persoalanpembagian harta warisan, adalah suatu keharusan, selama peraturantersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkanketidak wajibannya. Dalam hal ini tidak ada nash yang
mengisyaratkan penghapusan kewajiban itu (Rahman 1987: 34).As-SunnahAs-Sunnah merupakan sumber kedua dari hukum kewarisan dalamIslam. As-Sunnah   adalah menjelaskan  apa yang belum jelas yang
terdapat di dalam Al-Qur’an, dan menyebutkan pula hal-hal yangtidak disebutkan dalam al-Qur’an. Imam Bukhari dalam kitabnyaShahih Bukhari juz 8, telah menghimpun hadis tentang hukumkewarisan tidak kurang dari 46 hadis (Al-Bukhari 1981, hlm 2-13).Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis
(Muslim t.th, 2-5 ). Dalam tulisan ini, hadis-hadis tersebut tidak akandikutip semua tetapi akan dikemukakan yang pokok-pokok, dan biladipandang perlu, akan dikutip bersamaan dengan bahasanberikutnya. Diantara hadis tersebut adalah    hadis Nabi dari IbnuAbbas, Rasulullah  s.a.w bersabda :
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ﻦﻋإﻦﺑسﺎﺒﻋضرﷲاﻪﻨﻋﻦﻋﱯﻨﻟاﻰﻠﺻﷲاﻪﻴﻠﻋﻢﻠﺳولﺎﻗ :اﻮﻘﳊأﺾﺋاﺮﻔﻟاﺎﻬﻠﻫﺄﺑﺎﻤﻓﻰﻘﺑﱃوﻷﻮﻬﻓﻞﺟرﺮﻛذ)ﻩاور
ﻢﻠﺴﻣﻮﯨرﺎﺨﺒﻟا(
(Asqalani, t.th: 195, Nawawi 1924: 53)Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di atas mengajarkan bahwaahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada mayit lebih berhak atassisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai
bagian-bagian tertentu.Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda :
ﻦﻋﺔﻣﺎﺳأﻦﺑﺪﻳزﻰﺿرﷲاﺎﻤﻬﻨﻋنأﱯﻨﻟاﻰﻠﺻﷲاﻪﻴﻠﻋﻢﻠﺳولﺎﻗ :ثﺮﻳﻻﻢﻠﺴﳌاﺮﻓﺎﻜﻟاﻻوﺮﻓﺎﻜﻟاﻢﻠﺴﳌا)ﻩاورىرﺎﺨﺒﻟاﻢﻠﺴﻣو(
( Nawawi 1924: 52,  Abu Daud 1952: 112).
“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dantidak pula orang kafir mewarisi muslim” (HR. Bukhari danMuslim).Hadis riwayat Usamah bin Zaid di atas menjelaskan bahwa
orang muslim tidak behak mewarisi atas harta orang non-muslim, danorang non-muslim tidak berhak mewarisi atas harta orang muslim.Selain kedua hadis di atas, masih banyak lagi hadis-hadis yangmenjadi sumber hukum kewarisan. Seperti hadis riwayat Ahmad,Malik dan Ibnu Maja yang menjelaskan bahwa pembunuh tidak
berhak waris atas orang yang dibunuhnya. Selanjutnya hadis riwayatAhmad yang menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisankepada dua orang nenek perempuan 1/6 harta warisan dibagi dua(Basyir 1982: 10 ).Ijma’ dan Ijtihad
Ijma’ dan Ijtihad adalah sumber ketiga dan keempat dari hukumkewarisan Islam, yaitu berfungsi menjelaskan yang masih belumdijelaskan oleh nash yang sharih (Al-Qur’an dan As-Sunnah ). Parasahabat, para imam mazhab dan para mujtahid kenamaan
mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan-pemecahanmasalah waris mewarisi yang belum dijelaskan oleh nash yang sharihtersebut. Sebagai contoh :a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengankakek. Di dalam al-Qur’an hal itu tidak dijelaskan. Yang
dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama denganayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalamkedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaranterhijab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatbagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-
imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit,saudara-saudara tersebut mendapatkan warisan secaramuqasamah dengan kakek.b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari
pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-samadengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan merekatidak mendapat apa-apa lantaran terhijab oleh saudara
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ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum WasiatMesir yang mengistimbatkan dari ijtihat para ulamamutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiatwajibah (Rahman 1987: 33).
Asas-Asas Hukum Kewarisan IslamHukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalambeberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumberdari akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam dalam hal
tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukumkewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkanbentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu (Syarifuddin,2004: 17).
Menurut Syarifuddin (2004: 17) mengatakan, ada lima asasyang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, carapemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yangditerima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebutadalah: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan
berimbang dan asas semata akibat kematian.
Asas IjbariYang dimaksud dengan asas ijbari adalah peralihan harta dari orangyang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan
sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendakyang akan menerima.Kata “ijbari” secara leksikal mengandung arti paksaan(compulsory) (Maulana at al 2003: 268, lihat pula K. Lubis dan Komis
Simanjuntak 1995: 36) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaksendiri. Begitu pula kata ijbari dalam terminology ilmu kalammengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yangdilakukan oleh seorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hambatersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah,
sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam jabariyah (Nasution1974: 31).Ketentuan asas ijbari dalam hukum kewarisan Islammengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telahmeninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut
kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupermintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan artiterminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksamenerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan
yang telah ditentukan ( Syarifuddin 2004: 18 ).Adanya unsur ijbari dalam sistem kewarisan Islam tidak akanmemberatkan orang yang menerima warisan, karena menurutketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima hartayang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang
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ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekadar menolongmembayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dantidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI)
diberlakukan ketentuan, bahwa harta warisan pewaris yang dapatberalih kepada ahli waris terbatas hanya pada harta warisan yangbersifat aktiva, sedangkan tanggung jawab pelunasan utang pewarisdapat dipenuhi oleh ahli waris melalui harta milik pewaris.Kesimpulan ini tercermin pada pengertian harta warisan (pasal 171
huruf e), dan ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab ahliwaris atas utang-utang pewaris sebagaimana yang diatur dalam pasal175 ayat (2) KHI. Di dalam pasal 171 huruf e disebutkan, “Hartawarisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampaimeninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz) pembayaran utangdan pemberian untuk kerabat”. Kemudian dalam pasal 175 ayat (2)KHI disebutkan bahwa, “tanggung jawab ahli waris terhadap utangatau kewajiban pewaris, terbatas pada jumlah atau nilai harta
peninggalan”.Ketentuan di atas sesuai dengan pendapat K.Lubis dan KomisSimanjuntak (1995: 45) yang mengatakan bahwa, “apabila seseorangyang meninggal dunia telah meninggalkan utang kepada seseoranglain, maka seharusnya utang-utang tersebut dibayar atau dilunasi
terlebih dahulu dari harta peninggalan si mayit sebelum hartapeninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris”.Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelummeninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun
kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasioleh ketentuan yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelummeninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatuterhadap hartanya; karena dengan kematiannya itu secara otomatishartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka atau
tidak (Syarifuddin 2004: 18). Hal ini berbeda dengan kewarisanmenurut Hukum Perdata (Burgerlij Wetboek) disingkat (BW) yangperalihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris sertakehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlakudengan sendirinya. Dalam (BW) ini diberikan kemungkinan untuk
tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawaakibat menanggung risiko  untuk melunasi utang pewaris ( Subekti1977: 84-85).Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari
beberapa segi, yaitu : dari segi peralihan harta, dari segi jumlah hartayang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih (K.Lubis danKomis Simanjuntak 1995: 36, lihat pula Syarifuddin 2004: 18).Bentuk ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwaharta orang yang meninggal dunia itu beralih dengan sendirinya,
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bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah Swt. Oleh karena itukewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan“pengalihan harta”, karena pada peralihan berarti beralih dengansendirinya sedang pada pengalihan terlihat usaha seseorang. AsasIjbari dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam suratan-Nisa’ (4): 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi laki-laki maupunperempuan ada “nasib” dari harta peninggalan orang tua  dan karibkerabat. Kata “nasib” berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuksesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata “nasib” itu dapat
dipahami bahwa pada harta yang ditinggalkan si pewaris, disadariatau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidakperlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahliwaris tidak perlu meminta haknya (Syarifuddin 2004: 19).
Bentuk Ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hakahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah;sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untukmenambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiappihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsurijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “mafrudan” yangsecara etimologis berarti “telah ditentukan atau telahdiperhitungkan”. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqhberarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya.Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka
maksudnya ialah: “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukansedemikian rupa secara mengikat dan memaksa” (Syarifuddin 2004:19). Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa
mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukansecara pasti; sehingga tidak ada sesuatu kekuasaan manusia pundapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain ataumengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur ijbari ini dapatdipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah
dalam ayat-ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisa’ (Syarifuddin 2004, hlm19).
Asas BilateralAsas ini bererti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja,
akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga darisaudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hakdan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuandalam hal mendapatkan warisan, bahkan dangan asas bilateral ini
menetapkan juga suami isteri untuk saling mewarisi (Nuzul 2004: 15). Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allahdalam surat an-Nisa’(4) : 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskanbahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak
EFEKTIFITAS UU NOMOR 3 TAHUN 2006 …, MITA KHASANAH DAN APRINA
115
ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga seorang perempuanberhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga daripihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral.Secara rinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat
selanjutnya.Dalam ayat 11 ditegaskan :1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orangtuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki denganbandingan seorang anak-laki menerima sebanyak yang didapat
dua orang anak perempuan.2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-lakimaupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-
laki, maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bilapewaris ada meninggalkan anak.Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa:1. Bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki ahliwaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau
perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.2. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memilikiahli waris langsung (anak/ ayah), maka saudara yang laki-lakidan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.Dalam ayat 176 dinyatakan :
1. seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (keatasdan ke bawah) sedang ia mempunyai saudara laki-laki danperempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerimawarisannya.
2. Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (keatas dan ke bawah) sedang dia mempunyai saudara laki-lakimaupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhakmendapatkan warisannya.Dari pernyataan ketiga ayat di atas terlihat secara jelas bahwa
kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu)dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak gariskeluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan daridua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan.Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.
Asas IndividualPengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secaraindividu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada
ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan kewarisan kolektifyang dijumpai di dalam hukum adat) ( K. Lubis dan KomisSimanjuntak 1995: 37).Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dariharta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya
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tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnyatersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebasmenentukan atas bagian yang diperolehnya (K. Lubis dan KomisSimanjuntak 1995: 37). Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa
setiap orang sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerimahak dan menjalankan kewajiban, yang  di dalam ushul fiqh disebut“ahliyat al-wujub”. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhakmenuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pulauntuk tidak berbuat demikian  ( Syarifuddin 2004: 21).
Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuanAl-Qur’an surat an-Nisa; ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagianmasing-masing (ahli waris secara individu) telah ditentukan.Pembagian secara individu ini adalah ketentuan yang mengikat
dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sangsi berat diakhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allahdalam surat an-Nisa’ ayat 13 dan 14 (Syarifuddin 2004: 22 ).Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalanmencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan
sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berartimenyalahi ketentuan yang disebut di atas. Hal tersebut akanmengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan diakhir ayat pada dua surat an-Nisa’ di atas yaitu “dosa yang besar”.Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan
kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena cara tersebutdikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalamharta itu.
Asas Keadilan BerimbangAsas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antarahak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengankeperluan dan kegunaan. Kebalikan dari asas keseimbangan inidijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan
patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja ataugaris kebapakan (K. Lubis dan Komis simanjuntak 1995: 37 ).Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilandalam pembagian harta warisan pada hukum kewarisan Islam. Secaramendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak
menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria,wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkanwarisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan
dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisa’ secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerimawarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu(ayat 11), suami isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudaraperempuan (ayat 12 dan 176).
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Mengenai jumlah bagian yang didapat oleh ahli waris laki-lakidan perempuan terdapat dua bentuk, yaitu :Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak denganperempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam
dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimanayang dinyatakan dalam ayat 11 surat an-Nisa’. Begitu pula saudaralaki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu sama-sama mendapatseperenam dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memilikiahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat an-
Nisa’.Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipatdari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anaklaki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki
dan saudara perempuan dalam ayat 176. dalam kasus yang terpisahduda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitusetengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkananak, dan seperempat berbanding seperdelapan bila pewaris adameninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat an-
Nisa’ (Syarifuddin 2004: 24-24).Melihat pada bentuk kedua dari jumlah bagian yang diperolehsaat menerima hak tersebut di atas, memang terdapat ketidaksamaan.Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena keadilandalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang
didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepadakegunaan dan kebutuhan.Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dantanggung jawab seorang pria, maka akan terlihat bahwa kadar
manfaat yang dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan olehpihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipatdari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akandiberikannya kepada wanita (isteri) dalam kapasitasnya sebagaipembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep
Islam.
Asas Semata Akibat KematianHukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihanharta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan
perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih      (denganpewarisan) ketika dia masih hidup. Walaupun ia berhak untukmengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebataskeperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan
harta tersebut sesudah ia meninggal dunia (K.Lubis dan KomisSimanjuntak 1995: 38).Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralihkepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyaiharta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta
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seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksanasetelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menuruthukum Islam (Syarifuddin 2004: 28). Dengan demikian hukumkewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu
kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek) disingkat (BW) disebut dengan kewarisan abintestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuatpada waktu masih hidup yang disebut kewarisan testament(Syarifuddin 2004: 28, lihat pula Perangin, 1999: 3-4).
Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiriterpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab fiqh wasiatdibahas tersendiri dan termasuk dalam lingkup fiqh Muamalat. DalamBW wasiat termasuk salah satu cara dalam kewarisan  (Subekti 1977:
78). Demikianlah asas hukum kewarisan Islam yang menunjukkankarakteristik dari kewarisan dalam hukum Islam. Dari asas-asastersebut dapat ditarik perbedaan antara hukum Islam dengan sistemkewarisan lain, meskipun terlihat beberapa titik kesamaan di sanasini.
Rukun dan Syarat Pembagian WarisanAda beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan.Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri.Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu: Al-Muwarris, Al-Waris, Al-Maurus (Ash-Shabuni 1995: 39, Syarf ad-Din 1962: 5).Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannyaatau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, al-Muwarris benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara
yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan (Rafiq2001: 28).Meninggal secara hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapatdiketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telahmeninggal dunia. Sedangkan meninggal secara hukmi adalah
kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusanhakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi sepertidalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpadiketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukanupaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut
dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, makaia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.Adapun meninggal secara taqdiri, adalah anggapan atau perkiraanbahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang
diketahui ikut berperang ke medan perang atau tujuan lain yangsecara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya.Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya,dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggaldunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal (Rafiq  2001: 29).
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Al-Waris atau ahli waris, adalah orang yang dinyatakanmempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah,hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibatmemerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya al-Muwarris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasukdalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalamkandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikanhidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainya, maka bagi sijanin tersebut berhak mendapatkan warisan (Ash-Shabuni 1995: 40).
Mengenai diketahuinya hubungan antara muwarris dan warisyang berakibat hukum saling mewarisi serta tidak adanyapenghalang-penghalang untuk waris mewarisi harus jelas danmemiliki kekuatan hukum pasti. Apabila hubungan antara muwarris
dan waris tidak jelas, maka di antara mereka tidak dapat saling warismewarisi. Demikian pula antara muwarris dan waris tidak dapatsaling mewarisi apabila salah satu pihak masih terdapat salah satudari empat macam penghalang saling mewarisi, yaitu perbudakan,pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan tempat tinggal atau
negara ( Rahman 1987: 79-82, Ash-Shiddieqy 1973: 46-49)Al-Maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan muwarrisyang akan diwarisi setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazahhutang-hutang termasuk di dalamnya zakat, dan setelah digunakanuntuk melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga
tirkah (Rahman 1987: 36).
Sebab-sebab Mendapatkan WarisanSebab-sebab mewarisi dalam kewarisan Islam terbagi menjadi dua:pertama, yang disepakati; kedua, yang diperselisihkan oleh paraulama faraidh. Sebab-sebab mewarisi yang disepakati, ada tiga, yaitukekerabatan, perkawinan dan wala’ (Ash-Shabuni 1995: 39, komitefakultas syari’ah universitas Azhar 2004: 33).Kekerabatan
Kekerabtan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskandengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baikdekat maupun jauh. Kekerabatan ini ada tiga golongan, merekaadalah ushul ‘leluhur’ yang menyebabkan adanya muwarris. Furu’atau anak keturunan, dan hawasyi atau keluarga yang dihubungkan
dengan muwarris melalui garis menyamping, seperti saudara, pamandan lain sebagainya yang serupa itu.Dilihat dari segi penerimaan bagian masing-masing ahli waris,terdapat tiga macam pula, yaitu ashhab al-furudh atau ahli waris
yang menerima bagian tertentu dari harta warisan, ‘ashabah ‘ushubahnasabiyah atau ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu,mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil olehashhab al-furudh, dan zaw al-arham atau ahli waris yang tidaktermasuk ke dalam dua kelompok tersebut di atas.
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Menerima harta warisan itu dapat terjadi dengan jalan fardhu,yaitu menerima sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Dapat pula dengan jalan ta’shib yaitu menerima sisa setelahdibagikan kepada orang yang berhak berdasarkan fardhu. Dilain
pihak ada lagi dengan jalan kedua-duanya, yaitu di satu keadaandengan jalan fardhu dan di lain keadaan dengan jalan ta’ashib (Ash-Shabuni 1995: 37).PerkawinanPerkawinan yang merupakan sebab waris mewarisi adalah
perkawinan yang sah menurut hukum, dan masih utuh. Kedua suamiisteri mendapat furudh al-muqaddarah yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an, yakni setengah, seperempat dan seperdelapan. Lantaranmemperoleh bagian tertentu, maka mereka disebut ashhab al-furudhas-sababiyah. Adapun pernikahan yang batal atau rusak (tidaksempurna salah satu syarat atau rukun akad), tidak bisa menjadisebab untuk mendapatkan hak waris (Ash-Shabuni 1995: 39)Al-WalaAl-Wala, yaitu kekerabatan karena perbuatan hukum. Al-Wala
disebut juga wala al-‘itqi dan wala an-ni’mah. Yang menjadi penyebabadanya hubungan waris adalah kenikmatan pembebasan budak yangdilakukan seorang tuan. Maka dalam hal ini orang yangmembebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan)yang dinamakan wala al-‘itqi (Ash-Shabuni 1995: 39). Menurut
Fatchur Rahman selain wala al-‘itqi disebut juga ‘ushubah sababiyahyakni ushubah yang bukan disebabkan karena adanya pertaliannasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab yang dalam hal inimembebaskan budak (Rahman 1987: 121).
Apabila seseorang pemilik budak telah membebaskanbudaknya dengan mencabut hak perwalian dan hak mengurusihartanya, maka berarti ia telah merobah status orang yang semulatidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak sehingga dapatmemiliki, mengurus dan mengadakan transaksi-transaksi terhadap
harta bendanya sendiri dan cakap melakukan tindakan hukum yanglain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkankepada mantan budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakananjuran syari’at untuk membebaskan budak, syariat memberi hakwala (mewarisi) kepadanya  (Rahman 1987: 121-122).
Selain ketiga sebab tersebut di atas, masih ada sebab menerimawarisan yang diperselisihkan oleh para ulama farai’dh, yakniBaitulmal. Para ahli fiqh berselisih pendapat tentang baitulmal yangmenjadi salah satu sebab boleh tidaknya mewarisi. Dalam hal ini ada,
ada tiga pendapat.Pertama, baitulmal sebagai penyebab mewarisi secara mutlak,baik baitulmal yang terorganisasi maupun yang tidak. Jika seorangmuslim meninggal dunia dan tidak mempunyai seorang pun ahli warisyang mewaisi harta peninggalannya, dengan salah satu dari sebab-
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sebab mewarisi yang telah disepakati, maka baitulmal berhakmewarisi harta peninggalan tersebut serta menggunakannya untukkemaslahatan kaum muslimin. Sebab, kaum muslimin pun dibebanikewajiban membayar diyah (denda) untuk saudaranya sesama muslim
yang tidak berkerabat. Kedudukan mereka sebagai ‘ashabah dalamlingkungan kerabat. Pendapat ini dikemukakan oleh kalanganMalikiyyah dan Imam Syafi’i dalam qaul qadim ( Komite FakultasSyari’ah Universitas Al-Azhar 2004: 41).Kedua, baitulmal menjadi ahli waris jika terorganisasi. Dengan
demikian, jika seorang muslim meninggal dunia tidak memiliki ahliwaris sama sekali, harta peninggalan tersebut diserahkan kebaitulmal, bukan atas dasar kemaslahatan atau kepentingan social,tetapi untuk diwarisi oleh kaum muslimin secara ushubah. Pendapat
ini dikemukakan oleh Imam Syafi’i dalam qaul jadid. Beliau  beralasandengan sabda Rasulullah saw. “Aku adalah ahli waris orang yangtidak mempunyai ahli waris. Aku dapat membayar dendanya danmewarisinya.”Meskipun Rasulullah menjadi ahli waris orang yang tidak
mempunyai ahli waris, beliau tidak mewarisi untuk dirinya sendiri.Akan tetapi, harta peninggalan yang beliau warisi dibagikan untukkepentingan kaum muslimin, karena  kaum muslimin juga dibebanikewajiban membayar diyah untuk si mayit, seperti ‘ashabah dalamlingkungan kerabat.Ketiga, baitulmal bukan menjadi penyebab mewarisi secaramutlak, baik ia terorganisasi maupun tidak. Ini adalah pendapatkalangan Hanafiyyah dan Hambaliyyah. Kalangan ulama yangberpegang pada pendapat ini bersandar pada firman Allah swt.
مﺎﺣرﻻااﻮﻟواوﻢﻬﻀﻌﺑﺾﻌﺒﺒﯩﻟواﻲﻓﺐﺘﻛﷲاناﷲاﻞﻜﺑﺊﻴﺷﻢﻴﻠﻋ)ﻻالﺎﻔﻧ/75:8(
“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagianmereka lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat)di dalam kitab Allah (Q.S.8 :75)
Berdasarkan ayat di atas, sisa harta waris dikembalikan kepadaash-habul furudh atau diwariskan kepada dzawi al arham. Jika tidakditemukan seorang pun dari ash-habul furudh, ashabah atau daridzawi al-arham, warisan dialihkan ke baitulmal. Pengalihan ini bukan
berdasarkan anggapan bahwa baitulmal merupakan ahli waris, tetapibaitulmal dianggap sebagai penyimpan (penjaga) harta waris hinggaahli waris si mayit diketahui (Komite Fakultas Syari’ah UniversitasAl-Azhar 2004: 42).
Penghalang Menerima Pembagian Warisan
Penghalang dalam bahasa arab disebut dengan hajib. Bentuk isim fa’il(subjek) untuk kata hajaba dan bentuk isim maf’ul (objek) ialahmahjub. Maka makna al-hajib dalam istilah farai’dh ialah orang yang
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menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan al-mahjubberarti orang yang terhalang mendapatkan warisan (Ash-Shabuni1995: 75).Selanjutnya Muhammad Ali Ash-Shabuni (1995: 76)
mengatakan bahwa penghalang atau al-hajib dalam kewarisan Islamada dua macam, yakni al-hujub bil washfi (karena sifat/julukan) danal-hujub bi asy-syakhshi (karena orang lain).Al-Hujub bil washfi, yaitu orang yang terkena hujub tersebutterhalang dari mendapat hak waris secara keseluruhan, seperti
pembunuhan atau berbeda agama/ murtad. Seorang anak yangmembunuh ayahnya, sama sekali tidak dapat mewarisi harta ayahnyakarena pembunuhan yang dilakukannya, sekalipun sebab bolehmewarisi masih dimilikinya, yaitu nasab (keturunan) atau kerabat.
Dalam hal ini, orang yang terhalang karena sifatnya (sepertipembunuhan) tidak bisa menghalangi orang lain secara keseluruhanatau sebagian. Bahkan, dia dianggap tidak pernah ada.Al-Hujub bi asy-syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorangdikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk
menerimanya. Al-hujub bi as-syakhsyi ini terbagi dua macam yaituhujub al-hirman (terhalang sama sekali) dan hujub an-nuqshan(terhalang sebagian).Hujub al-hirman adalah menghalangi orang lain yangmempunyai sebab-sebab boleh mewarisi secara keseluruhan karena
ada seseorang yang lebih dekat kekerabatannya dengan si mayit,seperti kakek yang terhalang karena adanya bapak, dan cucu laki-lakidari anak laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki. Para ahliwaris dalam hujub al-hirman, ada dua kelompok. Pertama, ahli waris
yang sama sekali tidak pernah terhalang secara hujub al-hirman. Ahliwaris ini ada enam orang, yaitu tiga dari laki-laki dan tiga dariperempuan. Tiga orang laki-laki yang dimaksud adalah bapak, anaklaki-laki dan suami. Sementara itu, tiga orang perempuan yangdimaksud adalah ibu, anak perempuan dan isteri. Kedua, ahli waris
yang terhalang secara hujub al-hirman. Mereka adalah para ahli warisyang tersisa (selain dari enam orang yang telah disebutkan diatas),yaitu :1. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, danjuga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris;
2. Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah,dan keturunan laki-laki ( anak,cucu,cicit dan seterusnya);3. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanyasaudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara
kandung perempuan yang menjadi ‘ashabah ma’al ghair, danterhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki(anak,cucu,cicit dan seterusnya);
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4. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangioleh ayah, kakek dan seterusnya dan juga oleh anak, cucu, cicitdan seterusnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan.5. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalang oleh
adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangioleh cucu yang lebih dekat dengan pewaris;6. Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) akanterhalangi dengan adadnya ayah dan kakek, anak laki-laki,cucu laki laki, serta oleh sudara laki-laki seayah;
7. Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akanterhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangikeponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambahdengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan
saudara kandung laki-laki);8. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi olehadanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangioleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki darisaudara laki-laki seayah;
9. Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yangmenghalangi paman kandung, dan juga dengan adanya pamankandung;10.Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akanterhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang
menghalangi paman seayah;11.Sepupu laki-laki ( anak paman seayah) akan terhalangi denganadanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan denganadanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman
kandung);12.Nenek (baik ibu dari ibu ataupun ibu dari bapak) akanterhalangi dengan adanya sang ibu;13.Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalangioleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang
ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya duaorang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada ‘shabah.14.Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanyaayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki);15.Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya
saudara kandung perempuan jika ia menjadi ‘ashabah ma’alghair. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah danketurunan (anak, cucu, cicit dan seterusnya, khusus kalanganlaki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara
kandung perempuan  bila keduanya menyempurnakan bagiandua pertiga (2/3), kecuali bila adanya ‘ashabah;16.Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adadnya ayah,kakek, dan seterusnya, juga oleh adanya anak, cucu, cicit, dan
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seterusnya baik laki-laki ataupun perempuan ( Ash-Shabuni1995: 77-78).Adapun hujub an-nuqshan adalah menghalangi seseorang yangmemiliki sebab-sebab boleh mewarisi dari bagiannya yang sempurna
atau utuh. Contohnya, suami terhalang mendapatkan bagian warisan,dari setengah (1/2) menjadi seperempat (1/4), karena adanyaketurunan isteri yang dapat mewarisi; isteri terhalang mendapatkanbagian warisan, dari seperempat (1/4) menjadi seperdelapan (1/8)karena adanya keturunan suami yang dapat mewarisi. Demikian pula
ibu, terhalang mendapatkan bagian warisan, dari sepertiga (1/3)menjadi seperenam (1/6) karena adanya keturunan yang dapatmewarisi dan karena sebab berkumpulnya beberapa saudara laki-lakiatau saudara perempuan (Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-
Azhar 2004: 280).Menurut Fatchur Rahman (1987: 444) para ahli waris yang ter -hijab nuqhsan ini ada lima orang. Yaitu :1. Suami,  Ia terhijab nuqshan oleh far’u al- warits, baik ia berasaldari suami tersebut atau dari suami lain sebelumnya, dari ½
bagian menjadi ¼ bagian.2. Isteri, Ia terhijab nuqshan oleh far’u al-warits, baik ia lahir dariisteri ini maupun dari isteri lain (anak tiri dari isteri yangmewarisi), dari ¼ bagian menjadi 1/8 bagian.
3. Ibu, ia terhijab nuqshan oleh far’u warits, baik laki-laki maupunperempuan dan dua orang saudara atau lebih baik laki-lakimaupun perempuan, dari 1/3 bagian menjadi 1/6 bagian.4. Cucu perempuan pancar laki-laki. Ia terhijab nuqshan olehanak perempuan kandung dan dalam keadaan tidak bersama-
sama dengan mu,ashshib, dari ½ bagian menjadi 1/6 bagiansebagai pelengkap 2/3.5. Saudari seayah. Ia terhijab nu qshan oleh saudari kandung,dari ½ bagian menjadi 1/6 bagian  penyempurna 2/3 bagian.Selanjutnya Fathur Rahman (1987: 445) menjelaskan jika hajib
dan mahjubnya keduanya ashabah, maka hijab dalam hal ini adalahhijab-isqat (menggugurkan dari menerima pusaka). Cara yang berlakuuntuk menyelesaikan hal ini ialah bahwa mereka yang lebih dekatadalah yang lebih utama daripada mereka yang lebih jauh, seperti
yang berlaku dalam ‘ashabah, yakni dengan mengutamakan tertibtarjih berikut ini:1. Tarjih bil-jihat.Apabila para ‘ashabah dari bermacam-macam jurusan berkumpuldalam mempusakai, maka cara yang dipakai untuk menentukan
siapakah yang lebih diutamakan dalam mewarisi ialah dengan men-tarjih-kan jurusan dipertalikannya dengan si pewaris. Jurusan ke-anak-an (bunuwah) harus didahulukan dari pada ‘ashabah darijurusan ke-bapak-an (ubuwah) dan jurusan  ke-bapak-an didahulukandari pada ‘ashabah dari jurusan ke-saudara-an (ukhuwah) dan yang
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terakhir ini didahulukan dari pada ‘ashabah dari jurusan ke-paman-an (umumah). Dengan demikian berarti bahwa ‘ashabah dari yangpaling dekat dengan si pewaris menghijab ‘ashabah dari jurusan yanglebih jauh dan seterusnya.2. Tarjih biqurbid-darajah.Apabila jihat (jurusan) para ‘ashabah tersebut ternyata bersamaan,tetapi derajat mereka berbeda-beda, maka cara yang dipakai ialahmeneliti siapa di antara mereka yang derajatnya lebih dekat dengan sipewaris. Misalnya  anak laki-laki dengana cucu laki-laki dari anak
laki-laki dan atau ayah dengan kakek. Dilihat dari segi jurusannyaanak laki-laki adalah sejurusan dengan cucu laki-laki ( jihat bunuwah)dan ayah adalah sejurusan dengan kakek (jihat ubuwah). Tetapidilihat dari segi derajat mereka tidak sama. Anak laki-laki berderajat
satu, sedang cucu laki-laki berderajat dua. Demikian juga ayahberderajat satu sedang kakek berderajat dua. Karena itu ‘ashabahyang berderajat lebih dekat dengan pewaris menghijab ‘ashabah yangberderajat lebih jauh.3. Tarjih biquwatil-qarabah
Apabila jurusan dan derajat para ‘ashabah tersebut sama, hendaklahdilihat siapa di antara mereka yang lebih kuat kekerabatannyadengan pewaris. Misalnya saudara kandung dengan saudara seayahadalah lebih kuat kekerabatanya saudara kandung dari pada saudaraseayah, lantaran saudara kandung mempunyai dua segi kekerabatan,
yakni kekerabatan dari ayah dan dari ibu, sedangkan saudara seayahhanya mempunyai satu segi saja, yakni kekerabatandariayah saja.Dalam hal ini saudara kandung dapat menghijab saudara seayah
Metode Penghitungan dan Pembagian Warisan dalam IslamDalam penghitungan dan pembagian warisan semua furudhmereka yang sama-sama berhak dalam satu kelompok ahli waris dandihubungkan kepada jumlah harta warisan yang ada, muncul tigabentuk ( Syarifuddin 2004: 96). Pertama, jumlah furudh tersebut sama
banyak dengan jumlah harta warisan; sehingga setelah diadakanpembagian warisan setiap ahli waris yang berhak atas furudhnyatelah mendapatkan haknya sesuai dengan furudh itu dan hartawarisan pun telah terbagi habis. Misalnya, ahli waris yang ada adalahsuami (duda) dengan furudh ½; ibu dengan furudh 1/3 dan saudara
perempuan seibu dengan furudh 1/6. jumlah keseluruhan furudhadalah 6/6, sedangkan harta warisan juga 6/6.Bentuk kedua furudh itu lebih besar dari keadaan hartawarisan; sehingga setelah diadakan pembagian harta warisan harta
sudah habis terbagi, sedangkan di antara ahli waris masih ada yangbelum mendapat haknya sesuai dengan furudhnya. Seperti ahli warisyang terdiri dari dua orang anak perempuan dengan furudh 2/3, suamidengan furudh 1/4 , ayah dengan furudh 1/6 dan ibu dengan furudh
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1/6. Bila furudh-furudh ini dijumlahkan jadinya adalah 15/12;sedangkan jumlah harta hanya 12/12.Bentuk ketiga furudh setelah dijumlahkan lebih sedikit daripersediaan harta warisan, sehingga setelah masing-masing mengambil
hak sesuai dengan furudhnya masih ada sisa harta itu. Misalnya ahliwaris yang ada terdiri dari isteri dengan furudh ¼, ibu dengan furudh1/3 dan seorang saudara seibu dengan furudh 1/6. jumlah keseluruhanfurudh 9/12 sedangkan jumlah harta keseluruhannya adalah 12/12.Dalam contoh yang disebutkan di atas, tidak ada permasalahan
yang timbul dalam bentuk pertama karena jumlah harta danpembagian seimbang. Namun dalam bentuk kedua dan ketiga, paraulama menghadapi masalah bagaimana mencukupkan harta padabentuk kedua dan kemana kelebihan harta dalam bentuk ketiga. Dua
bentuk terkhir ini juga tidak memiliki petunjuk dari al-Qur’an danSunnah Nabi s.a.w.Dalam bentuk lain pada waktu membagi harta warisan sesuaidengan furudh yang ditentukan, tidak terjadi kekurangan jumlahfurudh atau kelebihan sebagaimana disebutkan dia atas, namun
dalam perimbangan hak yang diterima antara seorang ahali warisdengan lainnya dirasakan kurang sesuai dengan prinsip yangdipegang selama ini; sehingga terjadilah perbenturan antara prinsipdengan prinsip. Seperti masalah ‘Umariyah, masalah ‘Umariyahadalah salah satu bentuk masalah dalam kewarisan yang pernah
diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas sahabat dandiikuti oleh Jumhur ulama. Masalah ini terjadi waktu penjumlahanbeberapa furudh dalam satu kasus kewarisan yang hasilnya tidakmemuaskan beberapa pihak. Hal ini terjadi bila ahli waris terdiri dari
suami, ibu dan ayah. Berdasarkan petunjuk al-Qur’an yang sudahjelas suami menerima ½ karena pewaris tidak meninggalkan anak.Dalam kasus ini ayah tidak termasuk dzaual furudh yang disebutkandalam al-Qur’an namun, berdasarkan petunjuk Nabi, sebagai ashabah.Pada waktu penjumlahan furudh suami dan ibu keduanya
menerima ½ + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6. Sisa harta adalah 1/6. Sesuaidengan ketentuan ashabah, maka bagian yang 1/6 itu menjadi hakashabah yang dalam hal ini adalah ayah. Dengan demikian ayahmendapat 1/6. Cara seperti ini adalah petunjuk al-Qur’an dan Sunnahdan tidak ada masalah dalam penyelesaiannya.  Namun, pada saat
menimbang perbandingan bahagian antara ibu yang perempuan danayah yang laki-laki dirasakan adanya kejanggalan yaitu ibu menerimadua kali ayah, sedangkan menurut biasanya laki-laki dua kaliperempuan. Di sinilah permasalahan timbul. Untuk mengatasi
masalah ini, Umar memahami bagian ibu yang 1/3 itu bukan 1/3 darikeseluruhan harta, tetapi 1/3 dari sisa harta sesudah diberikankepada suami yaitu ½. Dengan begitu ibu menerima 1/6 sedangkanayah menerima sisa sebagai ashabah sebanyak 1/3. Hasil akhir initampaknya sesuai dengan kaidah yang selami ini berlaku (2 : 1).
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Selanjutnya metode ini digunakan Umar dalam memutus kasus-kasusyang kemudian diikuti oleh para sahabat seperti Zaid, Ustman, IbnuMas’ud dan juga diriwayatkan dari Ali. Begitu pula dengan Jumhurulama mujtahid (Syarifuddin 2004: 109).
Masalah kewarisan juga ditemukan dalam keadaan tidakadanya kepastian tentang ahli waris, meskipun hak ahli waris itutelah ditentukan furudhnya. Ketidakpastian itu dapat muncul karenawaktu terjadi kematian ahli waris itu belum lahir, atau hilang tanpaberita atau juga karena memiliki dua alat kelamin, sedangkan dalam
kewarisan Islam jenis kelamin menentukan dalam pembagian hakwarisan (Syarifuddin 2004: 97).Selanjutnya masalah yang juga sering terjadi dalam kewarisanadalah masalah munasakhah, yaitu  memindahkan bagian ahli waris
kepada ahli waris yang lain, lantaran adanya kematian ahli waris,sebelum pembagian harta warisan (Rahman 1987: 460).Muhammad Ali as-Shabuni (1995: 133-134) membagimunasakha kepad tiga kondisi. Kondisi pertama, yaitu ahli warismayit yang kedua merupakan ahli waris mayit pertama, dalam
keadaan ini masalahnya tidak berubah dan cara pembagian warisanmereka juga tidak berubah. Umpamanya; Seorang laki-laki meninggaldunia dan meninggalkan 5 orang anak laki-laki, kemudian salahseorang dari mereka itu ada yang meninggal, tetapi yang meninggalitu tidak mempunyai ahli waris kecuali saudara-saudaranya tadi,
maka seluruh harta warisan yang ada hanya dibagikan kepadakeempat anak yang tersisa, seolah-olah ahli waris yang meninggal itutidak ada dari awalnya.Kondisi kedua, yaitu para ahli waris dari pewaris yang kedua
adalah juga merupakan ahli waris pewaris pertama, namun adaperbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab mereka terhadap pewaris.Misalnya, seseorang mempunyai dua orang isteri. Dari isteri yangpertama mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. Sedangkadndari isteri kedua mempunyai keturunan tiga anak perempuan. Ketika
sang suami meninggal, berarti ia meninggalkan dua orang isteri danempat orang anak (satu laki-laki dan tiga perempuan). Kemudian,salah seorang anak perempuan itu meninggal sebelum harta warispeninggalan ayahnya dibagikan. Maka ahli waris anak perempuan iniadalah sosok ahli waris dari pewaris pertama (ayah). Namun, dalam
kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasabkepada pewaris. Pada keadaan yang pertama  (meninggalnya ayah),anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaanyang kedua (meninggalnya anak perempuan), anak laki-laki terhadap
yang meninggal berarti merupakan saudara laki-laki seayah, dan yangperempuan sebagai saudara kandung perempuan. Jadi, dalam hal inipembagiannya akan berbeda, dan mengharuskan untuk mengamalkansuatu cara yang disebut oleh kalangan ulama faraidh sebagai masalahal-jami’ah. Yaitu yang menggabungkan dua masalah.
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Kondisi ketiga, yaitu para ahli waris dari pewaris kedua bukanahli waris dari pewaris pertama. Atau sebagian ahli warisnyatermasuk sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah,yakni dari pewaris pertama dan dari pewaris kedua. Dalam hal seperti
ini juga harus melakukan teori al-jami’ah, sebab pembagian bagi tiap-tiap ahli waris yang ada berbeda dan berlainan.Dalam menyelesaiakan masalah munasakha ini, ulamafaraidh melakukan langkah-langkah sebagai berikut :1. Mentashihkan asal masalah pewaris yang pertama dengan
memberikan hak waris kepada setiap ahlinya, termasuk hakahli waris yang meninggal;2. Mentashihkan asal masalah pewaris yang kedua danmembandingkan saham-saham yang ada ditangan ahli waris
dari tashih yang pertama dengan tashih yang kedua (Rahman1987: 463).Dalam membandingkan bagian-bagian pada tashih yangpertama dengan bagian-bagian yang berada dalam tashih yang keduaterdapat tiga hal, yaitu Mumatsalah, Muwafaqah dan Mubayanah (
Ash-Shabuni 1995: 134).Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan tiga anakperempuan, dua saudara kandung perempuan, dan seorang saudarakandung laki-laki. Kemudian salah seorang saudara kandaungperempuan itu meninggal. Berarti ia meninggalkan seorang saudara
kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Carapenyelesaiannya sebagai berikut :  Tiga anak perempuan menerima2/3 dan sisanya 1/3 merupakan hak para ‘ashabah (yakni dua saudarakandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki), pokok
masalah adalah tiga (3). Jika diperhatikan jumlah per kepalanyaadalah tabayun (perbedaan), maka dikalikan 3x4=12. kemudian angkaini dikalikan dengan pokok masalahnya, yaitu 3x12=36. Bilanganinilah yang kemudian menjadi pokok masalah hasil pentashihan. Jadipembagiannya sekarang adalah : Ketiga anak perempuan menerima
2/3 atau 2 x 12 = 24 bagian dan sisanya untuk dua orang saudaraperempuan kandung dan saudara laki-laki kandung, yaitu 1/3 atau 1 x12 = 12 bagian, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagianperempuan. Jadi setiap saudara perempuan kandung mendapat 3bagian dan saudara laki-laki kandung menerima  6  bagian
Penyelesaian selanjutnya yaitu bagian pewaris kedua (saudaraperempuan yang meninggal) adalah 3  bagian dengan pokok masalahjuga 3  ada kesamaan (mumatsalah). Karena itu, al-jami’ah di sisnisama dengan hasil pentashihan pada masalah yang pertama (yakni
dari 36). Kemudian, bagian saudara perempuan kandung yangmeninggal (3 bagian) dibagikan kepada ahli waris yang berhak, yaituseorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara kandunglaki-laki. Lalu, hasil pembagian itu ditambahkan pada hasil bagianmereka yang pertama. Bagian saudara kandung perempuan menjadi
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4 bagian ---- yang diperolehnya dari hasil pembagian pertama 3 bagian---- ditambah dengan bagian yang berasal dari saudara kandungperempuan yang meninggal, yaitu  1 bagian. Sedangkan saudarakandung laki-laki mendadpat 2 bagian, yang kemudian ditambahkan
dengan perolehannya dari peninggalan pewaris pertama, yaitu 6bagian. Maka saudara laki-laki kandung memperoleh 8 bagian.Sedangkan tiga anak perempuan pewaris pertama, dalam masalahkedua ini tidak mendapat hak waris, disebabkan kedudukannyahanyalah sebagai keponakan pewaris kedua, yakni anak perempuan
dari saudara laki-laki pewaris kedua. Karena itu, mereka mahjub(tertutup).Keseluruhan masalah sebagaimana disebutkan secara umum diatas dapat timbul karena tidak adanya petunjuk penyelesaian dari
Nabi; sedangkan yang ada hanya ijtihad perorangan dari sahabat yangantara satu dengan lainnya saling berbeda dan masing-masing tidakmemiliki otoritas terhadap yang lain dan terhadap umat yang datangsesudahnya. Pada umumnya penyelesaian masalah ini menghasilkanpendapat yang berbeda di kalangan ulama faraidh.
Selanjutnya sebagaimana dijelaskan di atas bila furudh itulebih besar dari keadaan harta warisan atau harta yang ditinggalkantidak mencukupi untuk memenuhi semua furudh maka berakibatharta warisan sudah habis terbagi, sedangkan di antara ahli warismasih ada yang belum mendapat haknya sesuai dengan furudhnya.
Dalam menghadapi masalah ini terdapat dua kelompok pendapatdikalangan ulama.Pertama, Jumhur ulama berpendapat bahwa kekurangan kadarharta itu dibebankan kepada semua yang berhak berdasarkan kadar
perbandingan furudh mereka; sehingga hak mereka menjadiberkurang secara adil. Kekurangan saham masing-masing terjadikarena asal masalah atau penyebut pecahannya menjadi meningkat.Meningkatnya penyebut itu disebut dengan istilah ‘aul, yang secaraharfiah mengandung arti menaikkan atau meninggikan (Syarifuddin
2004: 98).Kedua, pendapat Ibnu Abbas Dia mengatakan bahwa Umarmelakukan cara tersebut karena Umar tidak tahu bagaimanamengatasi kekurangan saham itu yang kalau dibagikan secaraberurutan maka yang berada di urutan terakhir tidak akan
mendapatkan apa pun. Menurut Ibnu Abbas seandainya Umarmengetahui siapa di antara ahli waris itu yang harus didahulukan dansiapa yang dikemudiankan, tentu tidak akan terjadi masalah (KomiteFakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar 2004: 314 ).
Untuk menghindarkan ‘aul itu Ibnu Abbas menjelaskan siapayang harus didahulukan dan siapa yang harus dikemudiankan. Orang-orang yang harus didahulukan adalah ahli waris yang hanyamendapat furudh tertentu dan tidak ada kemungkinan berubahmenjadi ashabah; sedangkan yang harus dikemudiankan adalah ahli
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waris furudh yang dapat menjadi ashabah jika mewarisi bersamadengan dengan saudara laki-lakinya (Komite Fakultas Syari’ahUniversitas Al-Azhar 2004: 314)Dalam kasus yang ahli warisnya terdiri dari saudara
perempuan dengan furudh ½; suami dengan furudh ½ dan ibu denganfurudh 1/3, maka yang didahulukan adalah suami yang mendapat ½dan ibu yang mendapat 1/3. Kemudian baru diberikan kepada saudaraperempuan yang akan memperoleh sisa harta; karena seandainya iadidampingi oleh saudaranya yang laki-laki ia tidak akan dapat lebih
dari itu (Ibnu Hazm 1970: 332-334, lihat pula Komite FakultasSyari’ah Universitas Al-Azhar 2004: 316-317).Mencermati perbedaan pendapat di atas tampak bahwa sumberperbedaan pendapat tersebut adalah perbenturan dua prinsip yaitu
pelaksanaan hukum dan keadilan. Jumhur memilih prinsip keadilan,meskipun apa yang diterima oleh ahli waris sesudah pelaksanaan ‘aulitu tidak sebagaimana furudh yang ditentukan yang walaupun berertimenyalahi hukum namun kekurangan tersebut sudah ditanggungbersama secara adil. Sedangkan Ibnu Abbas kelihatannya mengambil
prinsip hukum yaitu masing-masing menerima bagian sesuai denganfurudh, meskipun tidak adil karena adanya ahli waris tertentu yangtidak menerima warisan menurut hak sebagaimana mestinya.Masalah lain sebagaimana dikatakan sebelumnya yaitumasalah sisa harta sesudah dibagikan kepada dzaul furudh sedangkan
ahli waris yang berhak atas sisa harta tidak ada. Jumhur ulamasahabat (Ali bin Abi Thalib, Umar Ibnul Khattab dan banyak sahabatlainnya) berpendapat bahwa sisa harta yang ada diserahkan kepadaahli waris furudh yang ada disebabkan oleh hubungan rahim.
Sedangkan ahli waris furudh yang melalui sebab perkawinan tidakberhak menerima pengembalian. Alasan pembatasan ini adalahdisebabkan hubungan nasab akan tetap kekal, sedangkan karenasebab perkawinan akan terputus bila salah seorang dari merekameninggal dunia. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk mencegahashaul furudh yang memiliki ikatan dengan pewaris karena nasab,untuk mewarisi dengan cara pengembalian sisa harta karena mrekalebih berhak mendapatkan warisan daripada orang lain (KomiteFakultas Syariah Universitas Al-Azhar 2004: 327 lihat pula IbnuQudamah 1970: 296).
Sahabat Usman bin Affan berpendapat bahwa suami atau isteriberhak juga menerima pengembalian sisa harta warisan yang tidakhabis terbagi menerut ketentuan Al-Qur’an atau Sunnah Rasul.Dengan alasan mereka menerima hak yang sama dalam pengurangan
waktu terjadi ‘aul; tentu tidak ada alasan untuk membedakannyapada waktu menerima kelebihan hak (Syarifuddin 2004: 108).Dibandingkan dengan pendapat pertama, pendapat kedua inilebih adil sebab hubungan antara suami dan isteri pada waktuhidupnya tidak kurang akrab daripada hubungan seseorang dengan
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kerabat-kerabat lainnya, di lain pihak, suami atau isteri mempunyaiperanan penting terhadap perolehan atau pemeliharaan keselamatanharta mereka (Basyir 1982: 20). Senada dengan itu  Amir Syarifuddinberpendapat bahwa pertimbangan pemikiran Usman bin Affan tidak
membedakan ahli waris dalam penerimaan tambahan sebagaimanatidak dibedakan dalam kewajiban menanggung kekurangan hartadalam ‘aul adalah logis, sehingga dengan demikian pernyataantersebut dapat dan layak dijadikan argumen (Syarifuddin 2004: 108).
KesimpulanPenghitungan dan penyelesaian kasus warisan  yang ditawarkan olehajaran Agama Islam merupakan jalan yang terbaik untuk keluargamuslim sehingga diharapkan keadilan dan perdamaian dapat tercapai
dengan sempurna  sebab konsepnya, dalil hukumnya, azasnya, syaratdan rukunnya, ahli waris yang berhak dan yang tidak berhak,  metodepenghitungannya sudah sangat rinci dan sangat jelas. Wallahua’lam.
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